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PERBAIKAN Permohonan Pengujian Materiil Pasal 39 huruf (a) UU
No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
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DANIEL TONAPA MASIKU, SH.
FILEP WAMAFMA, SH.,M.Hum.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH.

PITHER SINGKALLI, SH., MH.
JUSTINUS TAMPUBOLON, SH.
VITALIS JENARUS,SH.
YULIUS SATTU MASIKU, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada TOPADATINDO
Law Office, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lt. 7 No.12.C Jin. Letjien
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Suprapto Kav. 1 Jakaria Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016 dan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 30 September 2018, terlampir yang ditandatangani oleh:

Nama : YAN ANTON YOTEN!

Alamat : Maniwak RT/RW 000/000, Kelurahan Maniwak, Kecamatan
Wasior, Kabupaten Teluk Wandama, Propinsi Papua Barat.

Pekerjaan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRFB);

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 September 2016 bertindak untuk dan atas nama :

1} FRIDA TABITA KELASIR 2) MAURIDS SAIBA

3) DANIEL RUMBRAWER 4) BARNABAS MANDACAN
5) ABRAHAM GORAN GAMAN 6) YONADAP TROGEA

7) DOMINGGUS SANI 8) SAHAJI REFIDESO

9) ALBERTH KARETH 10) FREDRIK IBA

Kesemuanya adalah anggota Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat yang
dipilih dan ditetapkan melalui jalur pengangkatan dan tergabung dalam Fraksi
Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), untuk
selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” '

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap
Pasal 39 huruf (a) UU No.8 tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilthan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, selanjutnya disebut “UUD 1945.”
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. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI®

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang
berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi,
selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) dan
Ayat (2), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, vang diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 'féntang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK."

2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang:
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

3. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
ferakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar..."

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konsfitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19485, ...."

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK
menyatakan:

‘“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perfama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa selain itu dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,mengatur jenis hierarki
kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang sehingga setiap
ketentuan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan
apabila terdapat ketentuan dalam Undang-undang bertentangan dengan
UUD 1945, ketentuan fersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui
mekanisme pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap
Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 fentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 1 Tahn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-undang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945.

7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang
untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 20186 terhadap UUD 1945.

8. Bahwa pengakuan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap Warga
Negara Indonesia untuk mengajukan permchonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) merupakan suatu perkembangan positif dalam sistem
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ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan adanya kemajuan bagi
penguatan prinsip-prinsip negara hukum (recht staaf).

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “the guardian of
constitution” dan karena itu Pemohon juga meyakini bahwa Mahkamah-
Konstitusi adalah “penjaga hak-hak konstitusional bagi setiap Warga Negara
Republik Indonesia termasuk didalamnya PEMOHON vyang dalam
kedudukannya selaku anggota DPR Papua Barat yang tergabung dalam
Fraksi Otonomi Khusus mewakil Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Barat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Pabua dan ditetapkan
melalui mekanisme pengangkatan sebagai Anggota DPR Papua Barat
(DPRPB). Dengan kesadaran inilah kemudian Pemohon dalam
kedudukannya selaku PERSEORANGAN Warga Negara Indonesia
memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam UU
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bertentangan dengan
ketentuan UUD 1945 maupun semangat dan jiwa UU Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua dan Papua Barat. -

10. Bahwa kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Repubilik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945".

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK teréebut, terdapat dua
syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki
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kedudukan hukum (fegal standing) dalam perkara pengujian undang-undang,
yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
(i) adanya hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dari Pemohon yang
dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

12. Bahwa oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum
(Legal Standing) Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan dalam
perkara a quo, sebagai berikut:

Pertama,Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon selaku
PERSEORANGAN Warga Negara Republik indonesia adalah
Anggota DPR Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi
Khusus DPRPB yang terdiri dari 11 (sebelas) anggota Fraksi
Otonomi Khusus DPRPB termasuk Pemohon sendi.

Pemohon bersama selurun Anggota Fraksi Otonomi Khusus
DPRPB dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan
ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur
Pasal € ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Romor 1 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang, Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS)
Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui
Mekanisme Pengangkatan; Surat Pengakatan oleh Menteri Dalam
Negeri Tentang Pengangkatan Sebagai Anggota DPRPB.

Bahwa Pemohon bersama seluruh anggota Fraksi Otonomi Khusus
DPR PB yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan
ditetapkan serta diangkat sebagat anggota DPR Papua Barat yang
mewakili kelompok asli Papua yang berdomisili pada Wilayah
Masyarakat Hukum Adat DOBERAI dan BOMBERAI yang ada di
Papua Barat, selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) CLUSTER yaitu:

1. CLUSTER 1 MANOKWARI RAYA meliputi Kabupafen
Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten
Pegunungan Arfak, dengan alokasi kursi sebanyak 3 kursi.
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2. CLUSTER 2 Wilayah Adat SORONG RAYA meliputi Kota
Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten
Tambrauw, dengan alokasi kursi sebanyak 5 kursi.

3. CLUSTER 3 Wilayah Adat KURI WAMESA meliputi Kabupaten
FakFak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan
Kabupaten Teluk Bintuni). Adapun Pemohon TERPILIH dari
CLUSTER KURI WAMESA, dengan alokasi kursi sebanyak 3
kursi.

Bahwa Pemohon bersama seluruh Anggota DPR PB yang
tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPRPB terdiri dari 11
(sebelas) anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB termasuk
Pemohon sendiri, dipilih dan keterwakilan dari wilayah Masyarakat
Adat khususnya pada Cluster 3 yang ada di Papua Barat
SEBELUM ditetapkan dengan Surat Keputusan cleh Menteri Dalam
Negeri sebagai Anggota DPRPB Periode 2014-2019, teriebih
dahulu harus meialui proses dan tahapan seleksi yang cukup ketat
mulai dari tingkat masyarakat adat, lembaga adat Kabupaten unfuk
mendapatkan Rekomendasi dari Masyarakat Adat melalui Kepala
Suku (Musyawarah Adat dikenal dengan Tikar Adat dan Para-Para
Adaf) yang menyatakan bahwa MARGA yang bersangkutan
memiliki BASIS KULTUR asal CLUSTER MANOKWAR! RAYA,
SORONG RAYA dan KURI WAMESA, Yang selengkapnya telah
diatur secara tegas dalam Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan
Dewan Perwakilan Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui
Mekanisme Pengangkatan sebagai berikut pada Pasal 7 dan Pasal
8:

1. Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh
Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui
musyawarah adat perwilayah yang ditetapkan oleh Panitia
Pelakasana Peraturan Daerah Khusus Nomor 16 Tahun 2013
tentang Keanggotaan DPRPB melalui mekanisme Pengangkatan
berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRPB dan DPRPB.
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2. Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB.

3. Jumlah kursi calon anggofa DPRPB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah 2 (dua) kali jumiah
anggota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih perwilayah
adat sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

4. Calon Anggota DPRPB yang diusulkan oleh masyarakat adat
yang lelah diberi pertimbngan dan persetujuan MRPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar ke Tim Seleksi
sesuai dengan jadwal yang lelah ditetapkan Tim Seleksi dengan
melengkapi persyaraian calon Anggota DPRPB melalui
mekanisme pengangkatan selanjutnya akan dilakukan tahapan
seleksi.

5. Pengangkatan calon anggota DPRFB dilakukan dengan cara
seleksi.

6. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Tim Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi bekerja
selama 14 (empat belas) hari kerja.

7. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4
(empal) tahapan yaitu tahap tes kesehatan umum, tes tertulis,
pembuatan makalah dan tes wawancara.

8. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menerima pendaftaran calon keanggofaan DPRPB melalui
mekanisme pengangkatan dari masyarakat adat selanjutnya
dilakukan seleksi sesuai dengan jadwal terlampir dan tidak
terpisahkan dengan Peraturan Gubemur.

9. Hasil seleksi calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme
pengangkatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubemur untuk
ditetapkan.
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Selanjutnya mekamksme pengesahan sebagai anggota DPR
Papua Barat selanjutnya didasarkan pada Peraturan Perundang-
Undangan.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon : Mengenai parameter kerugian
konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan
tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya
suatu undang-undang harus mamenuhi 5 (lima) syarat
sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut :

a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.

b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon
tersebut dianggap oleh- Pemohon telah dirugikan oleh suatu
Undang-Undang yang diuji.

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional

~ Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang
didalitkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

13. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945, sebagai berikut :

a. Pemohon beserta anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB yang dipilih
oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang diangkat oleh Menteri
Dalam Negeri sebagai anggota DPR Papua Barat mewakili Masyarakat
Adat yang ada di wilayah- Papua Barat dan tergabung dalam Fraksi
Otonomi Khusus DPR Papua Barat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

9
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18 ayat (1), (2) dan (3) PERDASUS Nomor 16 Tahun 2013 yang

menyatakan sebagai berikut:

1. Anggota DPRPB yang diangkat diwajibkan berhimpun dalam Fraksi.

2. Anggota DPRPB yang diangkat membentuk Fraksi tersendiri.

3. Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih secara
musyawarah dan mufakat. |

b. Bahwa Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 fersebut merupakan
impiementasi dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua yang menjamin kekhususan dan keberagaman daerah
sebagaimana dituangkan dalam ketentuan :

Pasal 18A ayat (1)UUD 1945.

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan
kofa, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serfa hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakal dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

Selanjutnya dalam ketentaun pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan
haknya secara kolektif unfuk membangun masyarakaf, bangsa dan
negaranya.” '

10
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c. Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan adil
secara hukum, sebagamana dimaksud dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

d. Bahwa Pemohon juga memiliki hak untuk berserikat, berkumpul serta
mengeluarkan pendapat secara bebas, sebagaimana dimaksud Pasal 28E
ayat (3UUD 1945,"Setiap orang berhak afas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

®

. Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, Kedudukan
Hukum/Legal Standing Pemohon juga dikuatkan berdasarkan :
a. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2001.
b. Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-
VH/2009.
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PUU-
Xl72014.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia Nomor 34/PUU-
Xiv/2016.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Iindonesia Nomor 81/PUU-
Vill’2010.

f. Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme
Pengangkatan,

g. KeputusanTata Tertib DPR PB.

h. Keputusan Terkait Kedudukan Keuangan.

f. Bahwa Pemohon baik sebagai Anggota DPR Papua Barat maupun
sebagai Warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapat
kemudahan dan periakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945,“Setiap orang

11
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mendapat kemudahan dan periakuan khusus untuk memperoieh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.”

g. Bahwa Pemohon berhak untuk mengusahakan kemajuan dirinya dan
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat
(khususnya masyarakat adat Orang Asli Papua yang ada di Papua Barat),
bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28! ayat (4)UUD
1945, “Sefiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
mempenjuangkan haknya secara koleklif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon selaku
PERSEORANGAN Warga Negara Indonesia dan saat ini sedang menjabat
sebagai Anggota DPR Papua Barat memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing
untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 39 huruf (@) UU No. 8 Tahun
2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
IndoneSIa Tahun 2016 Nomor 130) terhadap Undang—Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

. ALASAN PERMOHONAN

N PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIA'
A TERTENTU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
DAN UNDANG-UNDANG NOHOR 10 TAHUN 2016

14. Bahwa Pasal 39 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

12
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupatl dan Walikota Menjadi
Undang-undang, menyatakan :

“Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota yang diusulkan oieh Partai Politk atau gabungan
Partai Politik; dan/atau

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disahkan
pada tanggal 1 Juli 2016 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

16. Bahwa Pasai 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemnur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-undang, menyatakan;

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan
pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumiah kursi

13
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Dewan Perwakitan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka
perolehan dari jumiah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partal Politik mengusulkan
pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk
Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat mengusilkan 1 (satu) pasangan calon.

(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Barat yang diangkat.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas,

menyatakan :

dihitung dari jumlah kursi Partai Politik/gabungan Partai Politik.”

17. Bahwa maksud tersurat dari Pasal 39 huruf (a) Undang-undang Nomor 8
Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-undang adalah Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota hanya diusulkan oleh Partai Politik
atau gabungan Partai Politik, sedangkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 dan penjelasannya diatas adalah Partai Politik atay

. gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah
memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumiah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jumlah kursi adalah
14
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perolehan kursi yang dihitung dari hanya jumlah kursi Partai
Politik/gabungan Partai Politik saja, jumlah kursi dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
yang diangkat tidak termasuk didalamnya dan atau dikecualikan;
sedangkan pengertian dari ayat (5) adalah kursi anggotfa Dewan
Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
vang. diangkat fidak memiliki hak dan wewenang untuk dapat
mendaftarkan pasangan calon walaupun telah memenuhi persyaratan
perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat.

18. Bahwa Pemohon sebagai anggota DPR Papua Barat dan tergabung dalam
Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih
melalui musyawarah Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan
melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019, terdiri dari 11
(sebelas) anggota dengan Ketua Pemohon sendiri, secara konstitusional
telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk diperlakukan
secara sama dan adil dihadapan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal
28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dengan alasan:

a. Bahwa baik Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-undang, mengandung diskriminasi dan tidak diperlakukan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari Partai
Politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan
ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan dalam hal pengusulan
pasangan calon (Gubermnur dan Wakil Gubernur);
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b. Bahwa dengan hanya mencantumkan Frasa Partai Politik atau
gabungan Partai Politik” pada Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tanpa mencantumkan frasa Fraksi Otonomi
Khusus atau sebutan lain terhadap anggota DPR Papua/Papua Barat
yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan hal tersebut jelas
merupakan TINDAKAN DISKRIMINATIF dan menegasikan hak-hak dan

peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum
adat dan Orang Asli Papua yang dijamin oleh konstitusi negara.

kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat pada Pasal 40 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Barat yang dipilih melalui Mekanisme Pengangkatan tidak
memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubemur dalam pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur Papua Barat
Tahun 2017. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001
dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak ada pembedaan mengenai hak
dan kewenangan Anggota DPR Papua/Papua Barat baik anggota
DPRP/PB yang dipilih melalui Partai Poltik maupun anggota DPRP/PB
yang dipilih oleh Masyarakat Hukum Adat Orang Asli Papua melalui
mekanisme pengangkatan.

19. Bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang tergabung
dalam Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat dipilih oleh Masyarakat
Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan,
dijamin berdasarkan Pasal Pasal 18A Ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat
(2) YUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan
Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 16 tahun 2013 Tentang
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Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Yang Ditetapkan
Melalui Mekanisme Pengangkatan;

20. Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, menyatakan, bahwa Negara mengakui
dan menghormati safuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sifat Khusus
Provinsi Papua diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 fentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang.

- 21. Bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
diatas, kemudian dijabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun
2016 yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) KPU Provinsi Papua atau Papua Barat menetapkan

persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dengan Keputusan KPU Provinsi Papua atau Papua Barat sebelum
pengumuman pendaftaran Pasangan Calon. |

Ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai
Politik atau Gabungan Partai Pofitik yang memperoleh paling
sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRP hasil
Pemilu Terakhir.

Ayat (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Pasangan Galon dengan menggunakan syaraf paling
sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan ini hanya berlaku
bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRP pada Pemily
Terakhir,
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Ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan Pasai 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 24 PKPU Nomor 6 tahun
2016 tersebut diatas, telah mengabaikan dan mengesampingkan hak
Konstitusi PEMOHON yang memiliki 11 kursi di DPR Papua Barat yang
dipilih oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan melalui
mekanisme pengangkatan sebagaimana yang diatur dalam Perdasus Nomor
16 tahun 2013. Pembentuk undang-undang juga telah mengabaikan hak-hak
orang Asli Papua yvang dipilih dan juga tidak mempertimbangkan landasan
yuridis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus, yang kemudian dikuatkan lagi dengan
Keputusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009, yang berpotéffsi mengakibatkan
Orang Asii Papua (OAP) yang dipilih untuk mewakili masyarakat adat di
Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan tidak memiliki hak
konstitusional untuk turut serta berpartisipasi secara akiif dalam pesta
demokrasi Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

22. Bahwa Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2601 Tentang
Otonomi Khusus diantaranya menyatakan :
‘Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dan Negara Kesafuan
Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun
kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan,
helum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum
sepenuhnya mendukung ferwujudnya penegakan hukum, dan belum
sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) .di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut
mengakibatkan flerjadinya kesenjangan pada hampir semua sekfor
kehidupan, terufama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
kebudayaan dan sosial politik™.

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah undang-undang yang otonomi
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khusus dan atau lexspecialis yang tetah mengatur tentang anggota DPR PB
yang diangkat yang merupakan kekhususan Provinsi Papua dan Papua
Barat (Pasal 6 ayat (2), dan juga menunjukkan adanya kebijakan afirmatif
(affirmative action policy) yakni pengistimewaan untuk sementara
waktu yang bertujuan memberikan peluanqg kepada masyarakat asli
Papua untuk memiliki wakil di DPRP melalui pengangkatan. Hal tersebut
senada dengan pendapat hukum MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-
VII/2009: halaman 62-63 angka [3.16.3] yaitu :

“Bahwa pemberian Qfonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasamya
adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat
Pa,t;ua untuk mengatur dan mengurus diri sendin dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berarti pula
kewenangan unfuk memberdayakan pofensi sosialbudaya dan
perekonomian masyarakat Papua, lermasuk memberikan peran yang
memadai bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan
daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran serla
masyarakal asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan
menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik
adalah menjadi anggofa DPRP. Sehubungan dengan hal fersebuf,
Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong orang asli Papua
untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi kepentingan
Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan Kualitas orang asli
Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik,
ekonomi, dan budaya. Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas
menunjukkan adanya kebijakan afirmatif (affirmative action policy) yakni
pengistimewaan unituk sementara waktu yang bertujuan memberikan
peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRP
melalui pengangkatan.”

23. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII209, pada
halaman 26 angka 21 juga menguraikan: ‘Bahwa LANDASAN FILOSOFIS
. (flosofische grondslag) dibentuknya UU Nomor 2172001 tersebut

9
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mengandung pengakuan terkait dengan kondisi faktual 27 Provinsi Papua

sebelum berfakunya UU Nomor 21/2001 dan komitmen Pemerintah Rl atas

sejumiah agenda perbaikan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam
era ofonomi khusus ini. Pengakuan dan komitmen tersebut termuat pada
konsiderans bagian Menimbang huruf (a) sampai dengan huruf (k) UU

Nomor 21/2001, yang berbunyi sebagai berikut:

a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari
umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-
nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam
masyarakal hukum adat serta memiliki hak untuk menikmati hasi
pembangunan secara wajar.

c. bahwa sistem pemerinfahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dalam undang-undang.

d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negars Kesafuan Republik
Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan
keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui
penetapan daerah Otonomi Khusus.

. e, bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari
ras Melanes._t'a yang 'merupakan bagian dari suku-suku bangsa di
Indonesia, yang memiliki keragaman kebddayaan, sejarah, adat istiadat,
dan bahasa sendiri.

f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan,
belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesgjahteraan rakyal,
belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan
belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi

_ Manusia di Provinsi Papua, khususnya Masyarakat Papua.. o
20
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g. bahwa pengelolzan dan pemaanfaatan basil kekayaan alam Provinsi
Papua belum digunakan secara oplimal untuk-meningkatkan taraf hidup
masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan
antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-
hak dasar penduduk asli Papua. '

h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan
Provinsi lain, dan meningkatxan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua,
serta memberikan kesempafan kepada penduduk asli Papua, diperlukan
adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

i. bahwa pemberiakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-
nilai dasar yang mencakup perlindungan dan benghargaan terhadap etika
dan moral, hak-hak dasar penduduk asli. Hak Asasi Manusia, supremasi
hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan
kewajiban sebagai warga Negara.

j. bahwa felah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua unfuk
memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan. terhadap
hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang
berkaitan dengan pelanggaran dan periindungan Hak Asasi Manusia
penduduk asli Papua.

k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya
menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian
Jaya menjadi Papua sebagaimana ftertuang dalam Keputusan DPRD
Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang
Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

LANDASAN SOSIOLOGIS (sociologische -grondslag) dari UU Nomor
21/2001 tercantum pada konsiderans bagian Menimbang huruf (h) yang
berbunyi sebagai berikut: '

Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan
Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua,

oy
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diperiukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Dengan demikian, ditinjau dari Landasan Sosjologis pembentukan UU
Nomor 21/ 2001 tersebut, pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
merupakan tindakan affirmatif (affirnative action) sebagai jalan keluar dari
permasalahan masyarakat adat Papua atas ketertinggalannya di berbagai
21/2001 yang tergambar dengan jelas dalam Penjelasan bagian Umum
paragraph 9, yang berbunyi:

Penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini di Provinsi dan
Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan
semangat berbangsa dan bemegara, yang hidup dalam nilai-nilai Iuhur
masyarakat Papua, yang diatur dalam. Peraturan Daerah Khusus dan
Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan
Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak
mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada termasuk
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenftang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 fenfang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam undang-
undang ini.

Sesuai Penjelasan Umum tersebut di atas, sudah sewajarnyalah Mahkamah
Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
sekaligus sebagai penafsir akhir secara yudisial terhadap UUD 1945 (the last
judicial interpreter of constitution) dan pembentuk UU secara negatif
(negative legisiator) berkenan memberikan pertimbangan hukum, bahwa
pengaturan anggota DPRP yang diangkat harus berasal dari para Wakil Adat
Papua dan diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS).

LANDASAN POLITIS dari UU Nomor 21/2001 termuat pada konsiderans
bagian Menimbang huruf (d), yang berbunyi sebagai berikut:
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Bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia
harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman
kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah
Otonomi Khusus’.

Bahwa merujuk pada Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan
Landasan Politis dari UU Nomor 21/2001 tersebut di atas, frasa
“dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat” dalam Pasal 40
ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut adalah bertentangan dengan
Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Politis sehingga
sudah seharusnyalah Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengusahakan
UUD 1945 fungsional di antaranya fungsi nasionalistis atau pengintegrasi

nasional), terutama disebabkan karena kemajemukan Indonesia yang begitu
kompleks [vide Abdui Mukhthie Fadjar, “Sang Penggembala®, Perjalanan
Hidup dan Pemikiran Hukum Abdul Mukhthie Fadjar (Hakim Konstitusi
Periode 2003-2008), Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 327).

24, Bahwa dalam Pasal Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 menyatakan "DFRP
terdiiri atas anggofa yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan
perundang-undangan”, (frasa ‘“berdasarkan peraturan perundang-
undangan” dari Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 tersebut berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstiutsi Nomor 116/PUU-VII/2009 diartikan
“berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”). Berdasarkan ketentuan
tersebut, di dalam DPRPB terdapat 2 (dua) jenié keanggotaan, yaitu anggota
DPRPB yang dipilih melalui Pemilihan Umum dari Partai Politik dan anggota
DPRPB berdasarkan pengangkatan. Pengisian keanggotaan DPRPB melalui

pemilihan umum merupakan pengisian keanggotaan berdasarkan sistem

"

individual, sedangkan keanggotaan DPRP melalui pengangkatan merupakan
pengisian berdasarkan sistem komunalkolegial.
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25. Bahwa tindaklanjut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tersebut diatas maka Gubemur Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah
Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan
Dewan.PerwakiIan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme
Pengangkatan. Pasal 3 dan Pasal 4 PERDASUS Papua Barat Nomor 16
Tahun 2013 mengatur :

Pasal 3;

(1) Anggota DPRPB yang diangkal adalah wakil masyarakat adal yang
terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan yang pengisian
keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial.

(2) Jumilah Anggota DPRPB yang diangkatsebagaimana dimaksud pada
ayaft (1) adalah % (seperempat) kali dari jumlah anggota DPRFB sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Masa jabatan anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRPB yang baru
mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4:

Persyaratan Calon Anggota DPRPB adalah Warga Negara Republik

Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. Orang Asli Papua.

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17
Agustus 1945; '

d. Telah herumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

e. Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Alas, Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK) afau bentuk lain yang setara.

g. Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia. -

h. Jujur, arif dan bijaksana.
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i. Memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak-hak dan
kepentingan masyarakat asli papua dipropinsi Papua Barat.

J. Memiliki kefeladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat.

k. Sehat jasmani dan rohani.

I. Tidak pemah dijatuhi penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tefap dalam melakukan tindak pidana yang diancam
hukuman pidana & (lima) tahun afau lebih.

m. Tidak menjadi anggota partai politik.

. Bersedia bekera penuh waktu.

o. Tidak sedang menduduki jabatan negeri (hak-hak kepegawaian) sebagai

=

pegawal negerni sipil, anggota .Tenfara nasional Indonesia, Anggola
Kepolisian Republik Indonesia, Pengurus Badan Usaha Milik Negara
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

p. Tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Nofaris,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara/daerah serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB
sesuai peraturan perundang-undangan.

q. Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara Iainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan usaha Milik
daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara.

26. Bahwa Keanggotaan DPRPB yang dipilih Masyarakat Adat Orang Asli Papua
sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 PERDASUS Papua Barat
Nomor 16 Tahun 2013, mewakili 3 kelompok Masyarakat Adat yaitu dengan
mekanisme Penjaringan/perekrutan dengan model claster, dikelompokkan
menjadi tiga claster yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat adat
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masyarakat, adalah sebagai berikut:
(1) Cluster 1 untuk suku besar Arfak (Manokwari Raya) ditandai dengan
kebiasaan dalam melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa

Manckwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Manokwari
Raya), mendapat alokasi 3 (tiga) kursi.

(2) Cluster 2 untuk wilayah Sorong Raya, ditandai dengan kebiasaan dalam
melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa “Kain Timor”, Claster
ini mencakup: Kabupaten Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kota Sorong,
Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw dan Kab. Raja Ampat (Sorong Raya)
mendapatkan alokasi 5 kursi.

(3) Cluster 3 untuk suku besar Kuri Wamesa ditandai dengan kebiasaan
dalam melakukan perkawinan dengan mas kawin berupa “Piring Besar”,
Claster ini mencakup: Kab. Teluk Wondawa, Kab. Teluk Bintuni, Kabh,
Fakfak dan Kab. Kaimana (Kuriwamesa) mendapatkan alokasi 3 kursi.

27. Bahwa pengertian Masyarakat Adat yang dimaksudkan dalam PERDASUS
Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tersebut adalah "warga masyarakat asli
Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serfa tunduk kepada adat
tertentu dengan rasa solidarifas yang tinggi di antara para anggofanya’,

sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (P) Undang-undang Nomeor 21
Tahun 2001;

28, Bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat
Nomor 16 Tahun 2013 menyatakan “Dewan Perwkilan Rakyat Papua Baral,
yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Baral sebagai Badan Legislatif daerah Papua Barat”;

Bahwa berdasarkan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud angka 12
~sampai dengan angka 23 diatas, maka frasa “dikecualikan bagi Kursi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan
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Rakyat Papua Barat yang diangkat™ pada pasal 40 ayat (1) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah bertentangan dengan
kedudukan hukum Pemohon selaku anggota DPRPB dengan segala hak
konstitusionalnya.

- 29. Bahwa anggota DPRPB yang dianggkat terdiri dari 11 anggota dan
membentuk 1 (satu) Fraksi Otonomi Khusus yang diketuai oleh Pemohon
sendir. Apabila komposisi prosentase jumlah kursi DPRPB yang diangkat
diselaraskan dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor
10 Tahun 2016 yaity :

Ayat (1): *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakflan
Rakyat Daerah alau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yanig bersangkutan.”

Ayat (2): “Dalam hal Partai Politik atau- gabungan Partai Politik dalam
mengusulkan pasangan calon menggunakan kefentuan
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) darn jumiah
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), j}'ka hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menghasilkan angka pecahan maka peraolehan dari jumlah
Kkursi dibifung dengan pembulatan ke atas.”

Maka DPRPB yang diangkat telah memenuhi syarat 20 % dengan

perhitungan sebagai berikut: Jumlah kursi 11 kursi sama dengan 20 %.

Berdasarkan perhitungan dimaksud diatas Pemchon atau DPRPB yang
diangkat, telah memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur tahun 2017 dan memiliki hak untuk menjadi pimpinan DPRPB.

30. Bahwa pada pemilihan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2012 - 2017
(pengganti Wakil Gubemnur Papua Barat yang meninggal dunia), Pemohon
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atau atau anggota DPRPB yang diangkat memiliki hak yang sama dengan
anggota DPRPB yang dipilih, memilih dengan cara satu anggota satu suara
(one man one vole), dan masing-masing menandatangani berita acara
pemilihan. Sehingga terpilihlah Wakil Gubemur yang saat ini sedang
menjabat.

Bahwa pemilihan Wakil Gubernur Papua Barat atas nama IRENE MANIBUY

dilakukan pada tanggal 28 April 2015 dengan cara pemilihan langsung oleh

seluruh anggota DPRPB, dengan hak yang sama baik dalam pengusulan

calon maupun dalam memilih calon sehingga terpilihiah Wakil Gubernur
-~ Papua Barat Periode 2012-2017.

Bahwa Pemohon bersama anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRPB dalam
menjalankan tugasnya di lingkup DPRPB, tidak ada pembedaan dengan
anggota DPR PB dari Fraksi lain di DPRPB yang dipilih melalui Pemilihan
Umum Legislatif, yang mana juga terhadap hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang timbul sama dengan fraksi lain dari anggota DPRPB yang
dipilih. Namun daiam hal hak pengusulan‘Pasangan Calon Gubemur dan
Wakil Gubernur Papua Barat, 11 kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB oleh
para pembuat undang-undang dihilangkan haknya dan hanya memberikan
hak hanya kepada anggota DPRPB yang dipilih dari Partai Politik dan
Gabungan Partai Politik. Hal tersebut jelas menunjukan adanya tindakan
diskriminasi dan atau tidak diperlakukan sama dari Para Pembuat Undang-
undang, yang jelas bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 ;

31. Bahwa oieh karena Fraksi Otonomi Khusus selaku perwakilan Masyarakat
Adat Orang Asli Papua yang diangkat telah memenuhi syarat 20 % dengan
perhitungan sebagai berikut : Jumiah kursi 11 kursi sama dengan 20 % serta
adanya kekhususan dalam Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang
mendorong otonomi khusus di Papua Barat, sehingga guna menghapus
tindakan diskriminasi dan demi tegaknya keadilan, hak dicalonkan dan
mencalonkan merupakan hak konstitusional mendasar serta adanya
keadaan yang mendesak yang saat ini terjadi di Propinsi Papua Barat,
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dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua
dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat” secara
nyata telah menegasikan hak hak politik Pemohon selaku anggota
Fraksi Ofonomi Khusus DPRPB yang mewakili masyarakat adat dan
Orang Asli Papua sehingga sehingga ketentuan pasal 40 ayat (5)
tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,

c. Menyatakan 11 Kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB Masyarakat Adat
Orang Asli Papua Barat Yang Memiliki Keterwakilan Kursi Anggota
DPRPB Yang Dipilih Oleh Masyarakat Adat Qrang Asli Papua Barat dan
ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan DPRPB berhak dan
berwenang mengajukan Pasangan Calon Gubemnur dan Wakil Gubernur
Papua Barat dalam rangka nemilihan Gubemnur dan Wakil Gubemur
Papua Barat. _

d. Bahwa Pemohon memiliki hak yang sama dengan anggota DPRPB

yang dipilih dalam pengusulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
Barat Tahun 2017.
Bahwa Pemohon dari Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat telah
memenuhi prosentase 20% sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal
40 ayat (1) . dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,
dengan perhitungan sebagai berikut: Jumiah kursi 11 kursi sama
dengan 20 %.

. PERMOHONAN PRIORITAS PENANGANAN PERKARA.

Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Panel yang kami muliakan,
mengingat penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Papua
Barat saat ini sudah akan memasuki Tahapan Pencalonan pada September
2016 maka dengan kerendahan hati pada kesempatan ini kami mohon
kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Pane! agar
berkenan memberi “PRIORITAS” penanganan perkara atas permohonan
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pengujian yang kami mohonkan tersebut agar Putusan dalam perkara ini
tidak kehilangan momentum.

V. MOHON PUTUSAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa
di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa Pasal 39 huruf (a) UU No.8
Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merugikan Hak Konstitusional
Pemchon yang dilindungi (profected), dihormati (réspected), dimajukan
(promoted), dan dijamin {quaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan
dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak
Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang
mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN PENDAHULUAN (SELA) .

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat untuk
memberikan kesempatan kepada Fraksi Otonomi Khusus untuk
mengajukan dan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubermnur dalam pemilihan gubermnur dan wakil gubemur periode tahun
2017 sampai dengan 2022.

DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemochon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemnur, Bupati dan Walikota
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menjadi Undang-undang {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 39 huruf (a)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 1 Tahn 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sepanjang
frasa “Partai Politiklw atau Gabungan Partai Politik “tidak dimaknai
sebagai “Partai Politik atau Gabungan Partai dan Fraksi Otonomi
Khusus atau sebutan lain di DPR Papua/Papua Barat.”

4. Menyatakan Pemohon dan anggota DPR Papua/Papua Barat yang
tergabung dalam Fraksi Otonomi Khusus atau sebutan lain sebagai
keterwakilan Masyarakat Adat‘Orang Asli Papua/Papua Barat Yang Dipilih -
Oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan
melalui mekanisme pengangkatan DPRPB  berhak dan berwenang
mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur Papua Barat
dalam rangka pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

5. Memerintahkan KPU Papua Barat untuk mengakomodir Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur Papua Barat Tahun 2017 yang diajukan oleh
Pemohon bersama anggota DPR Papua/Papua Barat yang Yang Dipilih Oleh
Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan melalui
mekanisme pengangkatan. ‘

6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo
ef bono).

“ay



Gedung ITC Compaka Mag Lt. 7 Na. 120

" TOPADATINDO Llow Office 31. Latjend Suprapto Kav. | Jakarta Pueat 10640
Teip. 021-420 00 922, Fax. 021425 O 02%

Erval - topadatine e, 2o

V. PENUTUP
Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas
perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan

sebagal kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukii-bukili dan daftar
sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Py

DANIEL TONAPA MASIKU, SH. VINSENSIUS H. RANTEALL.O, SH.MH.

YULIUS SATTU MASIKU, SH.

JUSTINUS TAMPUBOLON, SH.



